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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 35 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan 

pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mencegah 

penyimpangan pada satuan pendidikan;  

b.  bahwa pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan 

pendidikan dasar pada satuan pendidikan di Daerah 

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kota Probolinggo; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5410); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo  Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo  Tahun 2016  Nomor 7); 

10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 

86); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo. 

2. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi guru, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan.  

4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melaui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu.  

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.  

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada 

setiap jenjang, dan jenis pendidikan.   

7. Pendidikan Dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.   

8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.   

9. Pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program 

pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan 

program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelaihan profesional guru. 

 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan mutu 

dan mencegah penyimpangan pada satuan pendidikan. 

 

 



Pasal 3 

Ruang lingkup ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mencakup 

Kepengawasan Akademik, Kepengawasan Manajerial, Pelaksanaan Kepengawasan 

beserta pengendaliannya. 

 

BAB III 

KEPENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL 

Pasal 4 

Kepengawasan Akademik adalah fungsi pengawas yang berkenaan dengan aspek 

pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan profesional 

sesuai tugas pokok guru menyangkut administrasi pembelajaran, proses 

pembelajaran, penilaian pembelajaran, analisis hasil belajar, pembelajaran 

perbaikan dan pengayaan.  

 

Pasal 5 

Kepengawasan Manajerial adalah berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah 

yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang 

mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan 

kompetensi sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan. 

 

BAB V 

PELAKSANAAN KEPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 6 

(1) Kepengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan terhadap semua 

jenjang pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pengawas dan/atau Tenaga Kependidikan yang ditugaskan 

oleh Kepala Dinas. 

(3) Hasil kepengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas dan 

ditindaklanjuti paling lama 3 (tiga) bulan setelah laporan diterima.  

(4)   Format yang berkaitan dengan instrumen kepengawasan dan pengendalian 

penyelenggaraan pendidikan tercantum dalam Lampiran dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 

 

 



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 15 Maret 2017 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

R U K M I N I 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 15 Maret 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

JOHNY HARYANTO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 35  

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 

 


